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ABSTRAKSI 
 

 
 

Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan salah satu produk 
yang diperkenalkan Bank untuk membantu masyarakat mendapatkan kredit untuk 
pengadaan tempat tinggal yang memenuhi syarat. Saat ini terdapat 2 macam 
pembiayaan KPR yang diperkenalkan, yaitu KPR Syariah dan KPR Konvensional. 
Perbedaan model sistem pembiayaan perumahan tersebut akan memberikan sistem 
pemahaman baru yang masuk dalam struktur dan tata sosial masyarakat. Produk KPR 
syariah dimaknai sebagai Ke-pemilikan Perumahan Rakyat yang mekanismenya 
didasarkan pada akad jual-beli (tabadduli). Bank syariah sebagai penjual (al-ba’iu) 
dan nasabah sebagai pembeli (musytari). Produk KPR pada perbankan konvensional 
dipahami sebagai Kredit Perumahan Rakyat yang akadnya didasarkan pada prinsip 
pinjam-meminjam (credit atau qard) dengan memanfaatkan bunga sebagai 
variabelnya. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan pola Kredit 
Perumahan Rakyat yang sesuai dengan pola pembiayaan Syariah yang marak 
belakangan ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu pencarian data-data 
yang berasal dari buku-buku serta artikel dengan menggunakan metode deskriptif 
analitis yaitu memaparkan seluruh data hasil penelitian, kemudian meninjau hasil 
tersebut dari sudut pandang hukum Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah 
pendekatan normatif. Dengan kajian hukum Islam mencoba menggambarkan, 
menganalisis, dan menjawab masalah yang berkaitan dengan Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. KPR pada perbankan 
Syariah saat ini telah menerapkan prinsip pembiayaan sesuai syariah di setiap 
transaksi kreditnya dengan memperhatikan akad, harga jual beli, persyaratan 
peminjaman (kredit), waktu pembayaran, cara pembayaran cicilan, dan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu 5C (prudential principle). Dengan 
menggunakan konsep akad Murabahah, akad yang lazim digunakan oleh beberapa 
bank syariah selain akad Ijarah Munthaia Bi Tamlik (IMB) dan Bai’ Bithaman Ajil 
(BBA), KPR Syariah mencoba membantu masyarakat menengah ke bawah untuk 
memperoleh hunian yang layak melalui pembayaran kredit yang jangka waktunya 
semakin relatif panjang kepada para nasabah pada saat pembelian barang. 
Kata kunci: Penerapan, Kredit, KPR 
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”Harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkannya harus 

sesuai dengan ajaran Islam”. 

(Terjemahan Q.S. Al- Anfal: 20) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tiga kebutuhan pokok manusia, yakni pangan, sandang, dan papan, 

merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 

manusia. Kehidupan yang layak, menyangkut terpenuhinya ketiga kebutuhan 

pokok tersebut, sebagai kebutuhan minimal hidup manusia. Selain itu, kebutuhan 

pendukung lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lainya, juga 

memberikan kontribusi terhadap suatu kehidupan yang masuk dalam standar 

kelayakan hidup manusia. 

Semakin meningkatnya populasi kependudukan, menimbulkan munculnya 

gerakan urban di daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi akibat kurangnya akses 

pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidup setiap individu. Urbanisasi pada fase 

berikutnya, menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan perumahan dan 

tempat tinggal. Tingkat kualitas hidup para urban yang tidak terkendali, 

memunculkan fenomena ‘perumahan liar’ di perkotaan, akibat mahalnya 

kebutuhan hidup, dan mahalnya biaya pembangunan rumah. 

Di Indonesia, masalah perumahan menjadi masalah besar bagi daerah 

perkotaan. Tingginya biaya pembangunan sebuah rumah, dan sulitnya mencari 

lahan yang tepat di perkotaan, mendorong para pengembang dan pemerintah 

memberikan alternatif berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Upaya tersebut 
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diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah 

sendiri, dan mendukung penataan kota yang baik. Kepemilikan rumah sendiri 

merupakan salah satu faktor yang mendukung kemakmuran suatu negara, dan 

merupakan hak setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan akan tempat 

tinggal. 

Urbanisasi adalah akibat logis dari pembangunan berbasis industri yang 

dianut oleh negara-negara berkembang didunia termasuk di Indonesia  yang telah 

menyebabkan berubahnya struktural ekonomi perkotaan.1 Setiap kota selalu 

memiliki daya tarik tersendiri untuk didatangi oleh masyarakat yang biasa hidup 

diluarnya, mimpi akan jaminan perkerjaan, pendidikan serta hiburan merupakan 

salah satu alasan bahwa kota selalu menarik untuk didatangi. Implikasi dari 

terjadinya urbanisasi paling tidak bisa dilihat dari adanya, maraknya rumah-

rumah kumuh yang tersebar ditiap sudut kota merupakan pemandangan yang 

selalu menjadi ciri khas kota dewasa ini. Serta maraknya bermunculan perumahan 

masyarakat yang disepanjang bantaran sungai, tempat yang seharusnya tidak 

boleh ditempati, tetapi sudah lumrah untuk mendirikan bangunan disana, 

meskipun bahaya banjir dan runtuhnya dinding sungai merupakan ancaman yang 

selalu menghantui. 

Bisa dicermati kota-kota besar di Indonesia dewasa ini, terjadinya 

kepadatan penduduk bukanlah suatu hal yang baru lagi. Urbanisasi dalam 

                                                 
1  Andi Rahmah,  Hancurnya Keretakan Sosial, Rusaknya Lingkungan Kota Jakarta, (Jakarta: 

Pustaka, 2004), hlm. 47. 
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perspektif sosial, akan membawa dampak negatif, seperti meningkatnya tindak 

kriminalitas, pola hidup yang kurang, kalau tidak boleh dikatakan tidak sama 

sekali, memperhatikan kesehatan, timbulnya budaya permisif, serta problem 

masyarakat lainnya. 

Perumahan dan permukiman memiliki fungsi dan peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Hal inipun tidak terlepas pada masyarakat 

Indonesia khususnya. Bagi masyarakat Indonesia, rumah merupakan cerminan 

dari pribadi manusianya, baik itu secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan 

dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Permasalahan perumahan dan 

permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih 

dari pemerintah. Hal ini selalu menjadi isu utama yang selalu menjadi primadona 

sejak dari jaman dahulunya hingga sekarang ini. Permasalahan perumahan dan 

permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan 

terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika 

kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.  

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, salah satu ciri dari 

negara yang sedang berkembang itu adalah tingginya angka pertambahan 

penduduk. Konsekuensi logis dari pertambahan penduduk ini adalah semakin 

tingginya juga kebutuhan akan perumahan untuk penduduk tersebut. Sangat ironis 

sekali pada saat sebuah kota dituntut untuk selalu berkembang dengan 

keterbatasan wilayah yang tersedia, disisi lain kota juga merupakan muara dari 

urbanisasi yang saban hari selalu datang dalam jumlah yang besar untuk 
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menggantungkan cita-cita mereka. Meningkatnya penduduk merupakan isyarat 

yang sama akan pemenuhan akan sarana hunian mereka. Maraknya 

perkampungan dan rumah-rumah kumuh diperkotaan merupakan jawaban yang 

paling nyata yang dapat kita lihat sehubungan dengan permasalahan kota-kota 

dewasa ini. 

  Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, serta 

kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, 

dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan 

keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya 

permasalahan perumahan dan permukiman. Secara sederhana permasalahan 

perumahan dan permukiman ini adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang 

tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan 

menempatinya. Tetapi apa bila dilihat lebih dalam lagi, pokok-pokok 

permasalahan dalam perumahan dan pemukiman ini sebenarnya adalah2: 

Pertama, Kependudukan, penduduk Indonesia yang selalu berkembang, 

merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan 

permukiman ini selalu menjadi sorotan utama pihak pemerintah. Kedua, Tata 

Ruang dan Pengembangan wilayah. Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan 

satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang 

berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan 

                                                 
2 Siswono Yudohusodo,  Rumah Untuk Seluruh Rakyat, (Jakarta: , 1991), hlm,  
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dan permukiman. Ketiga, Pertanahan dan Prasarana. Pembangunan perumahan 

dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, 

yang didaerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal. Keempat, 

Pembiayaan. Permasalahan biaya merupakan salah satu point penting dalam 

pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Secara mikro, hal ini 

disebabkan oleh kemampuan ekonomis masyarakat Indonesia untuk menjangkau 

harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat susah sekali, karena sebagian 

besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian 

menengah kebawah. Sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari 

kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan 

secara menyeluruh. Kelima,  Teknologi Industri Bahan Bangunan dan Industri 

Jasa Konstruksi. Keenam Kelembagaan. Perangkat kelembagaan dibidang 

perumahan, merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan 

pembangunan perumahan secara berencana, terarah dan perpadu, baik itu yang 

berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan dan pengaturan pada 

berbagai tingkat pemerintahan, maupun lembaga-lembaga pelaksana 

pembangunan di sektor pemerintah dan swasta. Ketujuh, Peran serta Masyarakat. 

Kebijaksanaan dasar negara menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia 

berhak atas perumahan yang layak, tetapi juga mempunyai peran serta dalam 

pengadaannya. Kedelapan, Peraturan dan perundang-undangan yang merupakan 

landasan hukum bagi penerapan berbagai kebijaksanaan dasar maupun 

kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pemerintahan maupun bidang 



 6

pembangunan. Kebutuhan akan hunian yang selalu meningkat dan juga disertai 

oleh faktor keterbatasan masyarakat dalam pemenuhannya, sehingga hal ini telah 

menyebabkan kecenderungan sarana hunian masyarakat menjadi pemukiman 

kumuh yang tidak mudah untuk dikendalikan.  

Sistem ekonomi Islam dibangun dari asumsi dasar bahwa karakteristik 

sistem ekonomi lahir dan berkembang dari gagasan, nilai, moral ajaran Islam dan 

kegiatan praktek bisnis yang dijalankan muslim generasi awal sebagai suatu 

preseden. Nilai-nilai agamis dapat dijadikan dasar teori dan diterapkan kepada 

para pelaku bisnis dan objek usaha. Kegiatan bisnis yang bertentangan dengan 

ajaran-ajaran agama dan prinsip  ekonomi Islam tidak  dapat dijalankan oleh para 

pelaku bisnis walaupun secara riil dapat mendatangkan keuntungan.3  

Praktek murabahah dan musyarakah telah dikembangkan dalam kegiatan 

ekonomi perdagangan dalam sistem ekonomi Islam saat ini, yang telah 

dilaksanakan di berbagai daerah, dengan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Praktek tersebut juga telah merambah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 

sehingga muncul beberapa produk-produk pembiayaan dalam kepemilikan rumah 

hunian. Alternatif pembiayaan tersebut merupakan perkembangan penerapan 

ekonomi Islam di berbagai segi kehidupan ekonomi umat Islam di Indonesia. 

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam kegiatan ekonomi adalah 

kebolehan (halal) yang menghasilkan asas kebebasan berkontrak. Prinsip tersebut 

                                                 
3 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, a.b. Nurhadi Ihsan, Rifqi Amar SE, 

(Surabaya : Risalah Gusti, cet. I, 1999), hlm.21 
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memberikan kebebasan pada setiap muslim untuk melakukan usaha dan kerja 

sama sepanjang tidak menimbulkan kerugian pada orang lain dan memberikan 

nilai keadilan. Perjanjian dalam Islam tidak hanya mencakup perjanjian yang 

bersifat keagamaan tetapi meliputi perjanjian modern yang dilakukan kalangan 

muslim dan semua manusia.4  

Munculnya istilah margin flat, annuity, dan fix dalam penentuan margin 

keuntungan dengan akad murabahah pada pembiayaan KPR oleh bank syariah, 

menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Hal tersebut memunculkan 

berbagai pertentangan eksistensi sistem ekonomi Islam dalam bidang keuangan 

dan perbankan. Hal tersebut mengarahkan pada suatu konsep bahwa Islam tidak 

selalu dijalankan secara sempurna, konsep sosial dalam Islam sering terjebak 

dalam berbagai bentuk Islamic Labeling. Kesalahpahaman tersebut dimulai ketika 

merespon ajaran-ajaran sosial dalam Islam yang dipahami secara dangkal sebagai 

kegiatan konsumtif dari lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. 

Pemahaman tersebut merupakan persoalan serius yang dihadapi ekonom muslim 

dalam memberikan penawar untuk menanggulangi ekses negatif dari konsep 

sosial yang tidak pada proporsinya. 

Konsep ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 

(syari’ah) merupakan konsep ideal bagi perilaku umatnya yang mempunyai 

kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai kemampuan dan 

                                                 
4 Amin, S.H., Islamic Law in Contemporary World,( Glasgow : Ruyston, 1985), hlm. 40 
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pengetahuannya. Pada tataran kemampuan dan pengetahuan umat muslim, lebih 

pada tataran pemahaman harfiah, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang 

berbeda dalam pelaksanaan di lapangan. Berbagai prinsip syariah lebih menjadi 

wacana di tingkatan akademisi, dan tidak merambah pada tataran masyarakat 

awam, sehingga berbagai konsep kurang dapat dipahami secara menyeluruh. 

Selain pada tataran konsepsi ideal, penerapan sistem keuangan Islam, 

masih terjebak pada upaya meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah 

dalam memaksimalkan laba. Peningkatan kinerja keuangan, masih menggunakan 

konsep lama, yakni konsep penggunaan ‘bunga’ sebagai instrumen laba dalam 

operasional lembaga keuangan pada umumnya, sehingga penerapan konsep Islam 

masih bercampur baur dengan pemahaman yang konvensional.  

Selain itu tentu saja perpindahan antara model kredit perumahan yang 

konvensional dengan model kredit rumah berdasarkan syariah memiliki 

perbedaan. Perbedaan model sistem pembiayaan perumahan tersebut, tentunya 

akan memberikan sistem pemahaman baru yang masuk dalam struktur dan tata 

sosial. Untuk menerapkan pola kredit perumahan rakyat, maka penelitian ini di 

arahkan pada pemetaan kepentingan-kepentingan para pihak yang 

berkepentingan, diantaranya pihak lembaga keuangan dan pihak pengembang 

perumahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, penulisan ini akan mengkaji secara kritis 

tentang evaluasi penerapan sistem Islamic finance dan pengaruhnya dalam 

menguraikan sistem-sistem keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam. 

1. Bagaimana penerapan pembiayaan KPR Syariah yang digunakan oleh 

perbankan Syariah dengan sistem ekonomi Islam di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1.Tujuan 

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis ajaran agama yang secara 

normatif memberikan pengaruh terhadap aktifitas perekonomian dalam sistem 

perekonomian Islam terutama pada sistem keuangan pada kredit perumahan. 

Sifat-sifat dasar kepemilikan dari sistem Islam membawa pengaruh terhadap 

penggunaannya sebagai modal dalam aktifitas bisnis yang dijalankan dalam 

mengembangkan usaha, persaingan maupun mekanisme pemasaran. Pada tataran 

praktis, sistem ekonomi Islam memberikan alternatif dalam kepemilikan sebuah 

hunian yang layak guna, dan sehat.  
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2.Kegunaan 

Kegunaan penulisan ini untuk menggambarkan praktek keuangan Islam 

yang diterapkan dalam aktifitas perekonomian di Indonesia, khususnya pada 

kredit kepemilikan rumah (KPR).  

Secara akademik, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan tentang penerapan sistem keuangan dengan melihat pada akar ajaran 

dasar sebagai doktrin yaitu agama Islam. Melalui pembiayaan perumahan Syariah 

diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan kondisi finansial dengan pengadaan 

tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk keluarga.  

Secara praktis, penulisan ini semoga dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perkembangan khazanah keilmuan dalam kajian ekonomi 

Islam pada khususnya mengenai pembiayaan perumahan dengan prinsip syariah. 

 

D. Telaah Pustaka 

        Penelitian mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum banyak di 

temui, maka dengan ini penulis menggabungkan beberapa teori dari buku 

ekonomi dan literatur ekonomi syariah sebagai acuan penulisan skripsi ini. 

Hussein Alatas dalam tulisannya Tesis Weber dan Asia Tenggara melihat 

bahwa faktor agama bukanlah satu-satunya faktor dalam mendorong tindakan 

ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan membandingkan masyarakat muslim 
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Indonesia dan Malaya yang mempunyai perbedaan sikap dan perilaku ekonomi 

padahal didasari oleh satu agama.  

Dian Nuriyah S, dalam skripsinya yang berjudul Pengelolaan Qardhul 

Hasan (pinjaman kebajikan) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang 

Yogyakarta, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai dana pinjaman untuk 

pembiayaan yang bersifat produktif dan konsumtif serta di peruntukkan bagi 

orang-orang yang kurang mampu dan memiliki profesionalisme yang kurang 

dalam berusaha. Dalam pembiayaan Qardhul Hasan, nasabah tidak dikenakan 

biaya apapun dalam pengembaliannya, kecuali membayar biaya administrasi di 

awal peminjaman.5  

Dalam literatur Islam, buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi telah 

dilakukan oleh penulis-penulis abad ketujuh masehi dan ide-ide banyak yang 

diserap oleh ekonom periode berikutnya baik kalangan muslim maupun non-

muslim. Penulis dari kalangan muslim tidak pernah membedakan antara ajaran 

agama dan perilaku ekonomi, karena setiap muslim dianggap menjalankan 

seluruh ajaran agamanya dalam semua aspek kehidupan manusia.6 

Adiwarman A. Karim dalam bukunya Ekonomi Islam Suatu Kajian 

Kontemporer, di BIMB (Bank Islam Malaysia Berhad), murabahah dibedakan 

menjadi dua, yaitu murabahah financing dan bai’ bitsaman ajil financing. Bank 

                                                 
5 Dian Nuriyah S., “Pengelolaan Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan) di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, (2006) 

6 M. Siddiqi, Muslim Economic Thinking : a Survey of Contemporary Literature, (Jeddah : 
ICRIE, 1981), hlm. 260-263  
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Muamalat pun mengambil istilah ini untuk nama produk pembiayaannya. Produk 

pembiayaan murabahah didefinisikan sebagai kredit modal kerja yang dapat terus 

bergulir. Bila seseorang mengambil produk ini, ia hanya membayar cicilan 

keuntungannya setiap bulan dan baru membayar harga beli bank pada saat 

pelunasan, sedangkan produk pembiayaan bai’ bitsaman ajil untuk membedakan 

kegunaannya didefinisikan sebagai kredit investasi yang cicilan keuntungan dan 

cicilan harga beli banknya harus dibayar setiap bulan.7 

Dalam buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah oleh Muhamad, pada 

murabahah, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debitur-kreditur antara 

nasabah dan bank. Si pembeli setuju untuk membayar harga barang plus mark-up 

secara angsuran, jumlah dan tanggal jatuh tempo angsuran yang ditentukan di 

dalam kontrak. Begitu bank dan nasabah memasuki kontrak jual beli ini, harga 

jual menjadi tanggungan hutang nasabah kepada bank. Jadi hubungan nasabah 

dan bank menjadi debitur-kreditur. Ini juga merupakan hubungan yang dominan 

meski tidak berarti satu-satunya, antara bank tradisional dan para konsumennya.8 

M. Umer Chapra dalam karyanya Islam and Economic Challenge melihat 

kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mengalami kegagalan setelah 

memisahkan dari doktrin dasar Kristen dan Yahudi sehingga menggantungkan 

sepenuhnya pada mekanisme harga dan keuntungan sebagai tujuan. Agama 

                                                 
7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), cet.I, hlm.89. 
8 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AAP YKPN, 2002), 

hlm. 133. 



 13

dipergunakan pada permukaan saja untuk menutupi kelemahan sistem tersebut 

sehingga pencabutan kritik keagamaan memperlebar jurang ketidakadilan 

ekonomi itu sendiri.9 

Prof. M. Abdul Mannan, MA, Ph. D, dalam bukunya yang berjudul 

Islamic Economics, Theory and Practice menyebutkan bahwa kapitalime 

merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada superioritas kekuasaan unsur 

modal. Unsur-unsur  kebebasan  yang  terdapat pada sistem  tersebut mempunyai 

kelemahan yang berdampak pada pendapatan yang tidak merata, persaingan yang 

tidak sehat.10 Dalam perbandingannya Mannan membuat pernyataan menarik 

bahwa Islam bertujuan untuk mencapai suatu sistem sosial bergaris kapitalis 

namun dibatasi oleh ide-ide sosialis ?11 Apakah pernyataan tersebut mengakui 

terhadap pengadopsian sebagian prinsip-prinsip kapitalis dalam sistem ekonomi 

Islam ? 

Perbandingan secara etika bisnis dengan baik dikemukakan oleh Syed 

Nawab Haider Naqvi dalam karyanya Ethics and Economics: an Islamic 

Synthesis. Secara historis, Haider Naqvi memaparkan dalam kerangka agama, 

bahwa protestan mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas dan 

merupakan sikap yang tidak berperasaan dalam masyarakat12. Dalam hal ini perlu 

dilihat doktrin yang dikembangkan oleh Richard Baxter sebagai bagian dari 

                                                 
9 M. Umer Chapra, Islam…, hlm. 369-372 
10 Ibid, hlm. 311-317 
11 Ibid, hlm. 332 
12 Ibid,hlm. 75 
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Protestanisme mengenai harta kekayaan dan penggunaan waktu yang tidak 

dibatasi oleh status kaya dan miskin.13  

Muhammad Baqir Sadr dalam karyanya Iqtisaduna menggarisbawahi, 

bahwa prinsip-prinsip ekonomi kapitalis didasarkan pada tiga hal, kebebasan 

dalam kepemilikan, produksi dan konsumsi.14 Perbandingan secara mendetail 

dihubungkan dengan pandangan sistem marxisme terhadap kapitalisme dan 

sebaliknya. Kapitalisme dalam buku tersebut merupakan ajaran yang telah 

dikembangkan sebagai doktrin kapitalisme dalam pengertian kapitalis modern. 

Perbandingan yang dilakukan para ekonom muslim menempatkan 

ekonomi Islam sebagai sistem yang mempunyai karakteristik khas dengan adanya 

pengaruh ajaran agama. Pandangan tersebut memberikan penekanan bahwa 

perilaku ekonomi seorang muslim sebagai bagian dari apresiasinya menjalankan 

agama. Pandangan tersebut kadang kurang mewakili dengan kenyataan-kenyataan 

yang terjadi pada masyarakat muslim abad kedelapan belas dan sembilan belas 

yang secara intensif menjalankan mekanisme riba pada sebagian besar aktifitas 

ekonominya. Dalam kondisi tersebut dapat diyakini bahwa praktek tersebut tidak 

dalam rangka menjalankan ajaran agamanya melainkan oknum-oknum umat 

Islam yang ingin memperkaya dirinya sendiri. 

                                                 
13 Max Weber, The Protestant …, hlm. 157 
14 Muhammad Baqir Sadr, Iqtisoduna, Beirut : Dar al-Ma’arif, 1987, cet. XX, hlm. 241-3 
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Prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi status kepemilikan, mekanisme 

usaha dan bentuk-bentuk usaha yang secara prinsip mempunyai ciri khas masing-

masing. Pandangan yang lebih jauh dihubungkan dengan keberadaan negara 

sebagai sistem yang terorganisir yang secara umum akan mengatur mekanisme 

bisnis. Prinsip-prinsip mendasar tersebut, erat hubungannya dengan pandangan 

masing-masing sistem terhadap peran negara dalam menyelenggarakan, 

melindungi dan memberi jaminan dalam penyelenggaraan aktifitas bisnis. 

Dasar-dasar pemikiran dan konsep tentang sistem ekonomi tersebut, 

mengarahkan pada suatu sistem ekonomi yang bebas riba, dan memberikan 

arahan pada penggunaan suatu sistem keuangan yang sesuai dengan Islam dan 

kultur sosial masyarakat. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Di Indonesia saat ini semakin marak berbagai macam pembiayaan 

berbasis Syariah, termasuk salah satunya pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah). Aqad yang ditawarkan bank Syariah adalah aqad jual beli (murabahah). 

Bank syariah membeli rumah secara tunai kemudian dijual kepada nasabah 

dengan profit margin tertentu, sehingga harga jual adalah total pembayaran dari 

nasabah kepada bank syariah. Akan tetapi nasabah membayarnya dengan cara 

diangsur. Total angsuran akan selalu tetap, meskipun keadaan ekonomi sedang 

resesi maupun booming ataupun kemudian terjadi kasus reschedule pembayaran. 

Aqad inilah yang paling signifikan membedakannya, sehingga terlepas dari riba. 
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Sedangkan bank kovensional menawarkan pembiayaan/kredit dengan transaksi 

pinjam meminjam. 

Jika diperhatikan, mekanisme kedua transaksi tersebut hampir sama dan 

hitungannya juga hampir sama. Bahkan sebagian mungkin akan menemukan 

bahwa total pembayaran dari nasabah bank syariah sedikit lebih mahal dari 

pembayaran nasabah bank konvensional. Hal ini dapat dimaklumi karena sifatnya 

yang fixed, yaitu tidak berubah harga jualnya dalam berbagai keadaan (mungkin 

angsurannya dapat berubah tetapi total pembayarannya tidak berubah). 

Secara eksplisit dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa  perdagangan  

(kegiatan mencari untung)  diperbolehkan  dan melarang  keras kegiatan yang 

didasarkan riba. Penggunaan kata-kata jual beli untuk dibandingkan dengan riba, 

karena jual beli merupakan kegiatan yang positif dengan mendorong manusia 

untuk beraktifitas. Muatan-muatan etis sangat sarat dalam jual beli Islam sehingga 

banyak ancaman yang akan diberikan jika dilakukan dengan kecurangan. 

Kemajuan dan perkembangan bidang usaha telah menggeser patokan 

moral dengan mengedepankan kepentingan kapitalis.15 Sistem kapitalis 

tradisional telah bergeser pada pola kapitalis modern yang merupakan kosmos 

dari seluruh elemen yang ada pada sebuah negara. Secara mendasar bahwa urusan 

bisnis dalam dunia kapitalis tidak mengenal etika sebagai kerangka acuan dengan 

                                                 
15 Drs. Muslih, MM, Etika Bisnis Pendekatan Substansif dan Fungsional, (Yogyakarta : 

Ekonosia, 1998, cet. I), hlm. 4-5 
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semboyan utamanya adalah business is amoral.16 Prinsip tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh aktifitas bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun 

bahkan pada ajaran agama. 

Konsep mendasar dalam perekonomian Islam adalah manusia sebagai 

salah satu faktor terpenting dalam ekonomi bukan hanya dipandang sebagai 

mahluk sosial tetapi juga ditempatkan sebagai mahluk yang mempunyai kualitas 

keberagamaan  pada semua tingkatan.17 Keberadaan mahluk dan khalik 

menunjukkan bahwa Islam tidak sekedar agama, melainkan perpaduan yang 

harmonis antara agama dan dunia, ibadah dan mu’amalah, aqidah dan syari’ah 

sehingga kajian ekonomi tidak hanya dibatasi oleh sudut pandang agama tetapi 

lebih ditekankan pada sudut pandang Islam itu sendiri.18 

Manusia sebagai wakil Tuhan mempunyai hak, kemerdekaan serta 

kebebasan sebagai apresiasi unsur kemanusiaan dan tanggung jawab, karena pada 

dasarnya manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Doktrin mendasar 

dalam Islam bahwa bekerja adalah ibadah mempunyai implikasi yang sangat luas. 

Dengan bekerja manusia dapat melanjutkan kehidupan dalam menjalankan 

amanat Tuhan, melangsungkan kehidupan serta dapat merealisasikan tujuan- 

tujuan besarnya. Setiap kerja-kerja kemanusiaan akan mendapatkan imbalan baik 

di dunia dan akhirat dan hal ini berlaku untuk seluruh mahluk hidup, sehingga 
                                                 

16 DR. A. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta : Kanisius, 
1992, cet. 2), hlm. 56 

17 Prof. M. Abdul Mannan, MA, Ph.D., Teori dan Praktek Ekonomi Islam, a.b. Drs. M. 
Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 20 

18 Dr. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, a.b. KH. Didin 
Hafidhuddin, M.Sc. dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm. 17 
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kedudukan manusia yang paling paripurna ketika dirinya berguna untuk orang 

lain.  

19 آل فى آتب مبين رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ۚ اللهلا على اإرض لأبة فى اآومامن د  

Secara teologis, manusia bertanggung jawab secara individual di hadapan 

Tuhannya pada hari ahir. Doktrin Islam tidak pernah mengenal tanggung jawab 

secara kolektif maupun pembebanan dari dosa orang lain. Pada bagian lain ajaran 

Islam sangat menganjurkan kolektifisme dalam berbagai aktifitas bahkan pada 

ritual yang paling pribadi sekalipun. Konsep salat berjama’ah, sistem kerja sama 

dalam usaha, pembagian fardu menjadi ‘ain dan kifayah serta kewajiban zakat, 

infaq dan sadaqah menunjukkan bahwa ajaran mendekati semangat sosialis dan 

menunjukkan adanya lembaga keagamaan yang mempengaruhi kegiatan 

ekonomi. 

Motivasi keuntungan yang didukung oleh elemen dasarnya melahirkan 

tatanan sebagai unsur pokok dalam kapitalisme yaitu, lembaga milik pribadi, 

praktek pencarian keuntungan dan kompetisi dalam pasar bebas. Tiga unsur 

tersebut mempunyai keterkaitan dengan keuntungan sebagai tujuan sebuah usaha. 

Keuntungan dapat diperoleh melalui modal yang dimiliki individu yang 

mempunyai kebebasan untuk menginvestasikan pada bidang yang dikehendaki. 

Keuntungan yang diperoleh akan bertambah besar jika diikuti dengan 

                                                 
19 QS. Hud : 6 
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pertambahan modal dan melalui kompetisi yang ketat dan terbuka, sehingga 

terjadi peluang yang kompetitif untuk semua orang. 

Pola konsepsi baku ajaran Islam dalam mengelola aset adalah dengan 

dasar rela merelakan, suka sama suka, saling menguntungkan, dan tidak ada 

kecurangan dalam suatu akad keuangan. Tindakan yang menyebabkan ketidak 

relaan, ketidak sukaan, merugikan, dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh 

salah satu pihak yang berakad, akan menyebabkan cacat yang terjadi dalam suatu 

kerjasama ekonomi. Pemenuhan syarat dan rukun, serta berbagai hal yang adil 

dalam kaitannya dengan ekonomi, sangat di anjurkan dalam Islam, dan segala hal 

yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak, sangat ditentang dalam ajaran 

Islam. Hal tersebut yeng memunculkan fenomena kepercayaan yang muncul antar 

berbagai pihak yang berakad. 

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan 

syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim 

dilakukan oleh rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, 

murabahah berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah 

keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian 

menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan 

tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk 

persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.20 

                                                 
20 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2007) ed.3-4, hlm. 113. 
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Bank Syariah juga menggunakan akad ijarah sebagai salah satu sistem 

transaksi keuangannya. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa, melalui pembayaran uang sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Bank Syariah biasa 

menggunakan ijarah muntahia bit tamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak 

jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula 

yang membedakan dengan ijarah biasa.  

Selain dua akad tersebut diatas,bank Syariah juga menggunakan akad 

Bai’ Bithaman Ajil yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin 

keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Dengan dasar hukum: 

”Dari Shuhaib ra: bahwa rasulullah saw bersabda tiga perkara didalamnya 

terdapat keberkatan (1) Menjual secara kredit, (2) Muqaradhah (nama lain dari 

mudharabah), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan 

rumah dan bukan umum untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).21 

Pada saat ini, berbagai produk perbankan banyak menyediakan produk-

produk syariah. Produk-produk tersebut di deklarasikan sebagai produk yang 

bebas riba dan sesuai dengan syariah Islam. Pemahaman konseptual pada bebas 

riba dan sesuai dengan syariah Islam, harus dimaknai sebagai suatu bentuk 

kesesuaian dengan hukum-hukum Islam yang ada. Demikian pula dengan produk-

                                                 
21 Muhamad, Sistem dan Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 30-

31. 
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produk pembiayaan pada pembiayaan perumahan, bagaimana kesesuaiannya 

dengan syariah Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian hukum atas fenomena pembiayaan perbankan 

syariah dengan lebih menekankan pada riset pustaka. Riset pustaka 

merupakan penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan bahan dan 

materi penelitian berupa data sekunder dan data pustaka. Jenis dan sifat 

penelitian ini adalah telaah pustaka melalui pengumpulan data, tahap ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan sumber yang erat kaitannya 

dengan topik penelitian. 

2. Sumber Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan metode, yakni metode 

kepustakaan dan pencarian data sekunder dari data yang di dapat dari artikel, 

kamus, internet, jurnal, pengamatan, serta pendapat-pendapat para ahli secara 

tidak langsung. 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah di klasifikasikan kemudian di analisis sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta runtut. Tahapan 

dalam penelitian kualitatif, adalah tahapan yang dilakukan  dengan melakukan 
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pengamatan penerapan KPR secara konvensional dan KPR Syariah, analisis 

datanya dengan analisis deskriptif analitis. Tahap kedua adalah menentukan 

fokus, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan fokus prosedur dan pelaksanaan KPR di masyarakat, analisis 

data dilakukan dengan analisis terhadap data yang diperoleh. Analisis terakhir 

yang dilakukan adalah dengan menganalisis tema.22 

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, 

tujuannya untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan 

sehingga menjadi data yang tersususun dan teratur. Penelitian ini adalah riset 

yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 

fenomena23 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan diarahkan pada pembahasan konsepsi dalam ekonomi Islam, 

dan analisis penerapannya di dunia perbankan dalam mendukung pengadaan 

perumahan rakyat dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan penelitian awal serta 

memuat kerangka umum penelitian ini. 

                                                 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), 

hlm. 329. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Bina 

Aksara, 1989), hlm. 195. 
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Bab kedua akan melihat ajaran-ajaran Islam secara normatif menjadi 

kerangka dasar untuk melihat kedudukan kepemilikan, dan berbagai akad yang 

sesuai dan dapat digunakan dalam dunia perbankan.  

Bab ketiga merupakan analisis masalah keadaan riil penerapan sistem-

sistem keuangan Islam dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.  

Bab keempat analisis pada akad-akad produk pembiayaan perbankan, 

dalam kaitannya dengan pengembang perumahan, dan nasabah sebagai konsumen 

pembiayaan perbankan, sebagai sintesis antara kesesuaian produk-produk 

perbankan pada pembiayaan perumahan dengan ajaran Islam, mencakup segala 

yang berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam kepemilikan KPR. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

yang merupakan penutup dari penulisan ini. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 
  
 Dari uraian yang cukup panjang mengenai pembiayaan KPR (Kredit 

Pemilikan Rumah) Syariah di Indonesia, penulis kiranya dapat memaparkan jawaban 

atas pembahasan yang dipersoalkan dalam penelitian ini, tulisan ini sekaligus menjadi 

kesimpulan dari penelitian penulis. 

1. Pembiayaan KPR ( Kredit Pemilikan Rumah ) Syariah sebagaimana  

pembiayaan-pembiayaan lainnya ( kredit pada Bank konvensional ), melalui prosedur 

tersendiri nasabah dapat mengajukan pembiayaan ini. Nasabah yang hendak 

mengajukan pembiayaan ini diharuskan untuk membaca dan memenuhi persyaratan 

yang berlaku sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang membingungkan pada transaksi 

selanjutnya. Antara pihak bank dan nasabah terdapat ikatan perjanjian berkenaan 

dengan transaksi yang terjadi, sehingga suatu saat terjadi sebuah permasalahan dapat 

dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.  

Hukum Islam memandang fenomena pembiayaan KPR Syariah sudah sesuai  

dengan syariat Islam, namun yang perlu diperhatikan oleh Bank Syariah mengenai 

margin flat, karena selain mendatangkan manfaat, tapi juga dapat mendatangkan 

kemudharatan pada pihak nasabah. Margin flat akan memberikan keuntungan kepada 

nasabah pada saat suku bunga Bank Indonesia stabil sehingga kesepakatan 

pembiayaan tidak akan mengalami perubahan sampai dengan akhir pembiayaan akan 
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tetapi apabila terjadi keadaan sebaliknya maka akan berpengaruh bagi nasabah. 

Walaupun sudah sepakat diawal akad mengenai harga jual dan keuntungan.  

Sedangkan pada pihak Bank margin flat akan dimungkinkan melakukan eksekusi 

segera sehingga memperkecil jumlah kredit macet atau bermasalah pada saat 

ekonomi atau suku bunga BI sedang bergejolak. Sebab suku bunga ikut 

diperhitungkan ketika mark-up (batas laba) dalam transaksi Murabahah ditetapkan. 

Hal ini menjadi praktis dan sesuai dengan kenyataan hidup. Pembiayaan yang 

diberikan bank Syariah kepada nasabahnya dengan akad jual-beli dan sewa , Bank 

Syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti, sesuai dengan konsep dasar teori 

pertukaran, yaitu kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik 

dari segi jumlah maupun waktu. 

 

B. Saran-saran 

 Memiliki rumah sendiri merupakan sebuah impian sekaligus kebutuhan 

primer bagi seseorang atau keluarga yang mandiri. Namun harga rumah saat ini 

merangkak naik sehingga masyarakat berpenghasilan rendah makin kesulitan 

mendapatkannya. Sedangkan mereka yang berpenghasilan terbatas akan berpikir 

sebaiknya membeli rumah sekarang atau nanti sambil menunggu kondisi 

perekonomian makin stabil. 

 Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) masih menjadi sesuatu yang 

mahal bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat bawah yang membutuhkan sarana 

tempat tinggal yang layak huni. Dengan adanya perkembangan perbankan syariah 
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terutama terdapatnya sebuah produk yang  merupakan keistimewaan perbankan 

syariah, maka diharapkan masyarakat dapat terbantu perekonomiannya dan dapat 

merasakan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.  

 Sebagai masyarakat atau calon konsumen KPR, harus teliti karena selama ini 

ada tiga hal pokok yang selalu menjadi biang masalah dan selalu dijumpai pada kasus 

properti atau pengembang bermasalah. Pertama, developer membawa lari uang 

nasabah. Kedua, pengembang tidak membangun atau sengaja mengulur waktu 

penyelesaian properti. Ketiga, developer tidak mengantongi ijin yang lengkap dari 

pemerintah daerah tetapi sudah berani menjual. 

 Banyak sekali yang belum dibahas sehubungan dengan pembiayaan KPR 

(Kredit Pemilikan Rumah) Syariah dalam perbankan syariah, jika produk pembiayan 

ini dikembangkan kemudian hari dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam dan 

pengawasan terhadap nasabah secara produktif, maka keinginan umat Islam untuk 

kesejahteraan lahir dan batin dapat segera terwujud. Dan produk ini jika dikelola 

dengan menajemen yang baik akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan 

bagi pemeratan ekonomi di Indonesia. 
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Daftar Terjemahan 

BAB I 

 
No. Hlm FN Terjemahan 
1 17 17 Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat 

berdiam binatang itu dan tempat penyimpangannya. Semuanya 

tertulis dalam kitab yang nyata. (lauh mahfuzh) 

 

BAB II 

 
No. Hlm FN Terjemahan 
1 23 1 Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di 

muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu 

(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. 

2 28 8 Diantara unsur darurat (masalah paling penting) dalam 

masyarakat manusia adalah “muamalah” yang mengatur 

hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan 

ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur 

muamalah diantara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan  

syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. 

 

BAB IV 

 
No. Hlm FN Terjemahan 
1 54 4 Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah 

tidak secara tunai  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu memutuskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara 

kamu menuliskannya dengan benar……  
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